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ABSTRAK 
NURHASANAH (B111 12 157), Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 
Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Secara Paksa Terhadap 
Anak Tiri (Studi Kasus Nomor : 553/Pid.B/2015/PN.Mks). Dibawah 
bimbingan Slamet Sampurno selaku pembimbing I dan Amir Ilyas 
selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
ketentuan pidana materiil tentang tindak pidana persetubuhan yang 
dilakukan oleh ayah secara paksa terhadap anak tiri (Studi Kasus Nomor : 
553/Pid. B/2015/PN. Mks), dan untuk mengetahui pertimbangan hukum 
hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda dalam putusan 
tersebut.  
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya pada 
instansi Pengadilan Negeri Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung ke 
lapangan (Pengadilan Negeri Makassar) untuk mengumpulkan data dari 
wawancara hakim dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang di peroleh 
dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
Hasil-hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 
penerapan ketentuan pidana materiil terhadap kasus tindak pidana 
persetubuhan yang dilakukan oleh ayah secara paksa terhadap anak tiri , 
penerapan hukumnya telah sesuai dengan perundang-undangan yang 
berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) UURI No. 35 
Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di 
persidangan, baik berupa keterangan para saksi maupun pengakuan 
terdakwa yang semuanya bersesuain dan terdakwa sehat jasmani dan 
rohani sehingga mampu memberi pertanggungjawaban atas perbuatannya 
dan dapat menerima saksi hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. 
Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor :553/Pid.B/2015/PN.Mks telah 
sesuai dengan KUHAP, berdasarkan keterangan para saksi dan 
pengakuan terdakwa dengan alat bukti dalam persidangan, serta 
pertimbangan yuridis hakim dengan hal-hal yang dapat memberatkan dan 
meringankan terdakwa, dengan memperhatikan undang-undang yang 
terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan 
putusan yang adil. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
telah membawa berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif telah 
meningkatkan peradaban dan sumber daya manusia serta sumber daya 
teknologi yang semakin canggih dan ultra modern. Sedangkan dampak 
negatif telah menimbulkan pencemaran sumber daya lingkungan hidup, 
dan yang paling menakjubkan adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dalam berbagai tindak kejahatan dan kekerasan sebagaimana 
nampak dalam interaksi sosial masyarakat dewasa ini. Kondisi tersebut 
telah hampir merata baik di lingkungan keidupan pedesaan, maupun dalam 
kawasan kumuh dan elit di perkotaan. 
Pergaulan manusia dalam interaksi sosial masyarakat telah 
menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa tindak kejahatan dan 
kekerasan, antara lain semakin merebaknya tindak pidana kekerasan 
terhadap anak dan perempuan dalam rumah tangga. Hal itu antara lain 
disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi keluarga, lingkungan hidup, 
pergaualan bebas yang kurang mengindahkan kaidah-kaidah moral dan 
agama. 
Upaya perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan 
baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai 
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masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena di samping merupakan 
masalah universal juga karena dunia ini akan selalu dihiasi oleh anak-anak. 
Pembicaraan mengenai anak ini menandakan masih adanya kasih sayang 
atau cinta kasih diantara umat manusia, khususnya pada orang tua. 
Pada hakikatnya anak  tidak dapat melindungi diri sendiri dari 
berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial 
dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus di bantu 
orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, 
khususnya dalam kasus persetubuhan yang terjadi pada anak. 
 Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan 
meresahkan masyarakat adalah kejahatan persetubuhan yang dilakukan 
terhadap anak. Persetubuhan merupakan salah satu pelanggaran dari 
sekian banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia. 
 Pelaku kejahatan pemerkosaan dewasa ini tidak hanya dilakukan 
oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh para remaja dan anak-anak, 
bahkan tragisnya yang melakukan persetubuhan tersebut tidak lain adalah 
ayah tiri korban itu sendiri. Cara pelaksaannya pun atau cara kerja atau 
yang lebih dikenal dengan Modus Operandi kejahatan persetubuhan 
berbeda-beda, ada yang dilakukan perorangan dan ada juga yang 
berkelompok. Para pelaku biasanya sudah mengenal korbannya bahkan 
terkadang korban adalah anggota keluaraga dari pelaku itu sendiri. 
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 Pelaku persetubuhan bukan didominasi mereka yang berasal dari 
golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak 
berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua 
strata sosial dari strata rendah sampai tertinggi. Kejahatan tersebut dapat 
timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan  
bahkan karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan 
seksual. 
 Rangsangan seksual yang tidak terkendali melahirkan tindak pidana 
kesusilaan khususnya kejahatan persetubuhan. Tindak pidana ini dapat 
dilakukan dengan melakukan ancamaan, paksaan, kekerasan dan bahkan 
dapat dilakukan dengan mempergunakan zat kimia yang dapat 
menghilangkan kesadaran seseorang sekaligus menimbulkan rangsangan 
seksual tanpa disadarinya. 
 Korban persetubuhan memang banyak terjadi dikalangan 
masyarakat dewasa ini, dimana anak dibawah umurlah menjadi sasaran 
utamanya. Ini dikarenakan anak dibawah umur memang sangat potensial 
menjadi korban persetubuhan, karena posisinya yang paling lemah dalam 
struktur sehingga hal inilah yang mempermudah pelaku persetubuhan 
melakukan aksinya dan mengakibatkan korban persetubuhan terhadap 
anak semakin meningkat. 
 Jika dibandingkan dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku 
persetubuhan lebih ringan dibandingkan dengan apa yang ditimbulkan 
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akibat yang diderita oleh si korban. Anak yang menjadi korban 
persetubuhan akan mengalami trauma yang berkepanjangan sehingga 
akan mempengaruhi perkembangan jiwanya. Dalam hal ini, disinilah para 
penegak hukum memperhatikan kejadian seperti ini dalam menjatuhkan 
pidana bagi pelaku kejahatan.  
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan pemikiran pada latar belakang masalah tersebut  di 
atas maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana 
persetubuhan yang dilakukan oleh ayah secara paksa terhadap anak 
tirinya dalam putusan No: 553/Pid.B/2015/PN.Mks ? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah secara 
paksa terhadap anak tirinya dalam putusan No : 
553/Pid.B/2015/PN.Mks ? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui  penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 
persetubuhan yang dilakukan oleh ayah secara paksa terhadap anak 
tirinya dalam putusan No : 553/Pid.B/2015/PN.Mks. 
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2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap  tindak pidana persetubuhan 
yang dilakukan oleh ayah  secara paksa terhadap anak tirinya dalam 
putusan No : 553/Pid.B/2015/PN.Mks. 
D. Kegunaan penelitian  
1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum 
pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 
2. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para 
penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan 
menanggulangi terjadinya kejahatan persetubuhan pada anak. 
3. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat 
untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam 
penelitian ini. 
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BAB II 
TINJUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana  
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaar feit dan dalam 
kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, 
sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang 
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak 
pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan 
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
Tindak pidana mempunyai peristiwa yang abstrak dari peristiwa-peristiwa 
yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana 
haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas 
untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam 
kehidupan masyarakat. 
Perbuatan pidana menurut (Moeljatno,2008:59) adalah perbuatan 
yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar 
langgaran tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah 
perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal 
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saja dalam saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan 
yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, 
sedangkan ancaman pidana itu ditujukan kepada orang yang ditimbulkan 
kejadian itu.  
 Tindak Pidana (Amir Ilyas,2012:27) juga diartikan sebagai suatu 
dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah 
melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang 
atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai 
dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan 
pidana sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (principle of legality), asas 
yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. 
 Asas Legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP 
dirumuskan di dalam bahasa latin :Nulum delictum nulla poena sine praevia 
lege poenali”, yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi 
kata : “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang 
mendahuluinya” (Andi Hamzah,2010:53). 
Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan 
yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. 
Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan 
perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau 
kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus)  dan kealpaan (culpa) 
adalah bentuk-bentuk kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan 
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terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah 
melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas 
perbuatannya tersebut maka dia harus  bertanggungjawab atas segala 
tindak pidana yang dilakukannya. 
 Menurut Pompe (Amir Ilyas) bahwa ada 2 macam definisi terkait 
tindak pidana, yaitu :   
1. Definisi teoritis, yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), 
yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan 
pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan 
menyelematkan kesejahteraan umum. 
2. Definisi yang bersifat perundang-undangan, yaitu suatu perisitiwa 
yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan 
(handeling) dan pengabaian (nalaten); tidak berbuat; berbuat pasif; 
biasanya dilakukan didalam beberapa keadaan yang merupakan 
bagian dari suatu peristiwa. 
Pengertian tindak pidana yang dimuat dalam kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut 
dengan strafbaarfeit. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak 
memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, maka dari itu 
terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering 
digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, 
perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. 
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Dalam ilmu  hukum pidana terdapat pembagian tindak pidana 
menjadi kejahatan dan pelanggaran  (Lamintang,2009:211) bukan hanya 
merupakan dasar bagi pembagian Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
menjadi 2 buku ke-2 dan ke-3 melainkan juga merupakan dasar bagi 
seluruh system hukum didalam perundang-undangan pidana sebagai 
keseluruhan. 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana  
Kata strafbaar artinya ‘dapat dihukum’. Arti harfiahnya ini tidak dapat 
diterapkan dalam bahasa sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah 
manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, 
maupun tindakan. Oleh sebab itu, tindak pidana adalah tindakan manusia 
yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai 
hukum atau dihukum. Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus 
terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung 
kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam 
lahir. Di samping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, 
biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang 
menyertai perbuatan. (Leden Marpaung, 2006: 10). 
 Unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidak-tidaknya dari dua 
sudut pandang, yakni (Adami Chazawi, 2002:79) : 
a) Dari sudut pandang teoritis. 
Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang 
tercermin pada bunyi rumusannya. 
b) Dari sudut undang-undang. 
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Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak 
pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal 
peraturan undang-undangan yang ada. 
 
Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:79), unsur tindak 
pidana adalah : 
a) Perbuatan; 
b) Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).  
 
 Dari rumusan R. Tresna (Adami Chazawi, 2002:80), tindak pidana 
terdiri dari unsur-unsur yakni: 
a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c) Diadakan tindakan penghukuman.  
 
Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) 
(Adami Chazawi, 2002:81) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah: 
a) Perbuatan (yang); 
b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang); 
d) Di pertanggungjawabkan.   
 
 Sementara itu Schravendijk (Adami Chazawi, 2002:81) dalam 
batasan yang dibuatnya secara panjangan lebar itu, terdapat unsur-unsur 
sebagai berikut: 
a) Kelakuan (orang yang); 
b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c) Diancam dengan hukuman; 
d) Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
e) Dipersalahkan/kesalahan.   
 
 Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, 
namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara 
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unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri  
orangnya.  
 Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana 
tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III 
KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu 
dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, (Adami 
Chazawi, 2002:83) yaitu : 
a) Unsur tingkah laku; 
b) Unsur melawan hukum; 
c) Unsur kesalahan; 
d) Unsur akibat konstitutif; 
e) Unsur keadaan yang menyertai; 
f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana; 
g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana; 
i) Unsur objek hukum tindak pidana; 
j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k) Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana. 
 
Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari : 
a)  Merupakan perbuatan manusia; 
b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan 
c) Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku 
(syarat materiil). 
 
Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum 
itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana 
bila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang 
tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari 
aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum 
yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka 
unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif. 
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Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang 
dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai 
negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang beroganisasi. Unsur 
subjektif, unsur ini meliputi: 
a) Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam 
pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan 
kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), Pembunuhan (Pasal 338). 
b) Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan 
kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian 
(Pasal 359 KUHP), dan lain-lain. 
c) Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat dalam percobaan atau 
poging (Pasal 53 KUHP). 
d) Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian 
(Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan 
(Pasal 378 KUHP), dan lain-lain. 
e) Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana 
hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 
KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh 
anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP). 
  Sementara unsur objektif adalah  janji, kesempatan, kemudahan 
kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan 
tentu saja barang.  
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 Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak 
pidana. Unsur ini meliputi : 
a) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau 
kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya 
membunuh (Pasal 338 KUHP),menganiaya (Pasal 351 KUHP). 
b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat 
dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, 
misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 
351 KUHP), dan lain-lain. 
c) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan 
hukum pidana itu sendiri bersifat melawan hukum, meskipun 
unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan. 
  Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau 
menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang 
dapat dikenai aturan hukum. 
1. Ketentuan Pidana Mengenai Persetubuhan Terhadap Anak 
1. Persetubuhan Anak Menurut KUHP 
Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah :  
 “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar 
perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus disangkanya, 
bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau umurnya tidak 
jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan 
pidana penjara paling lama sembilan tahun.” 
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Bagian inti delik dari pasal di atas adalah :  
1. Bersetubuh dengan perempuan di luar perkawinan; 
2. Diketahui atau sepatutnya harus disangkanya, bahwa umurnya 
belum lima belas tahun atau umurnya tidak jelas, bahwa belum 
waktunya untuk kawin.  
Selanjutnya dalam Pasal 287 ayat (2) KUHP disebutkan: 
“Penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan 
belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 
291 dan Pasal 294” . 
Unsur yang terkandung dalam Pasal 291 adalah akibat dari 
persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan. 
Sedangkan dalam Pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan 
terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah 
pengawasaannya, pembantuannya atau bawahannya. 
 Jika melihat rumusan dalam Pasal 287 KUHP, terdapat dua jenis 
tindak pidana di dalamnya, yang pertama tindak pidana aduan, yang 
terdapat dalam unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya diatas 12 
tahun dan belum mencapai umur 15 tahun. Kedua, adalah tindak pidana 
biasa, yang unsurnya adalah bersetubuh dengan anak dibawah umur 12 
tahun atau mengakibatkan luka-luka, luka berat dan luka ringan atau 
bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan 
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danpembantunya. Oleh karena merupakan tindak pidana biasa maka tidak 
memerlukan adanya pengaduan.  
Dalam Pasal 287 KUHP tersebut, syarat persetubuhan harus 
dilakukan di luar perkawinan, jadi apabila persetubuhan tersebut dilakukan 
terhadap istri sendiri, maka tidak dapat dituntut dengan pasal tersebut, 
melainkan pasal yang lain, yakni Pasal 288 KUHP.  
Pasal 288 KUHP tersebut menentukan bahwa:  
(1) barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seseorang 
perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa 
yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, apabila perbuatan itu 
mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun.  
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, dijatuhkan pidana 
penjara paling lama delapan tahun.  
(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua 
belas tahun.  
 
Dari Pasal 288 KUHP tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam 
KUHP seorang suami dianggap melakukan kejahatan pesetubuhan 
terhadap istrinya yang belum berumur 15 tahun apabila persetubuhan 
tersebut mengakibatkan isterinya menderita luka-luka, luka berat dan 
mengakibatkan isterinya meninggal.  
  Luka-luka disini adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk 
badan manusia yang berlainan diri pada bentuk semula. Misalnya mengiris, 
memotong ataupun menusuk dengan pisau. Sementara mengenai luka 
berat, dalam Pasal 90 KUHP memberikan penjelasan tentang luka berat 
sebagai : 
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1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan 
akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;  
2)  Tidak mampu untuk terus menerus menjalankan tugas jabatan 
ataupekerjaan atau mata pencaharian;  
3) Kehilangan salah satu panca indera;  
4) Mendapat cacat berat;  
5) Menderita lumpuh;  
6) Terganggu daya pikirnya selama empat minggu atau lebih;  
7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.  
 
Tentang Pasal 288, menurut Lemaire, “pasal ini diciptakan untuk 
mencegah perkawinan anak-anak menurut hukum adat Indonesia, 
merupakan tindak pidana bukan karena telah terjadi persetubuhan, tetapi 
karena menimbulkan luka-luka (Andi Hamzah. 2009: 166).  
  Ketentuan pidana inilah yang kemudian menjadi rasio lahirnya batas 
minimal usia perkawinan bagi calon mempelai wanita dalam Pasal 7 ayat 
(1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 16 tahun. 
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2. Persetubuhan Anak Menurut Undang-undang Perlindungan 
Anak 
Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa 
perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan 
diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya 
yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak 
yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan 
penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh 
kembang anak secara wàjar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Didalam 
Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, berikut 
beberapa pasal yang mengatur tentang persetubuhan dengan anak :  
1) Pasal 81 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 :  
A. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam 
puluh juta rupiah).  
b  Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku 
pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
 
2) Pasal 82 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 :  
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Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 
3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh 
juta rupiah).  
Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas “lex specialis 
derogat legi generalis”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus 
mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian 
hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan 
perundang-undangan. Dengan adanya Undang-undang Perlindungan anak 
khususnya Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 maka dapat 
dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi 
bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam 
Pasal 81 Undang-undang perlindungan anak telah diatur secara khusus 
mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang dilakukan 
terhadap anak. Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-undang Perlindungan 
Anak merupakan “lex spesialis derogate legi generalis” dari Pasal 287 
KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang 
dilakukan terhadap anak, penggunaan Pasal 81 Undang-undang 
Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHPidana. 
3. Persetubuhan Anak Menurut UU PKDRT 
Pasal 46 
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana 
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penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak 
Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak 
Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). 
Pasal 47 
Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah 
tanggany6a melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda 
paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling 
banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
 
C. Kekerasan 
 Tindak kekerasan seringkali dipertontonkan di tengah interaksi sosial 
yang dapat saja berakibat fatal yang menimbulkan korban. Karena itu perlu 
rumusan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan dan 
jenis-jenis kerasan atau ancaman kekerasan yang sering menimpa 
perempuan dan anak di bawah umur. 
 
 
 
 
 
1. Pengertian Kekerasan 
Dalam Pasal 89 Buku I Bab IX KUHPidana berbunyi: “Membuat 
orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan 
kekerasan” (Moeljatno, 1985: 44). 
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Pasal tersebut dijelaskan oleh R. Soesilo (1998 : 98) bahwa: “Yang 
dimaksud melakukan kekerasan itu membuat orang pingsan atau tidak 
berdaya lagi (lemah)”. Kemudian pasal ini dijelaskan lebih lanjut sebagai 
berikut:  
“Melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah.  
Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam 
senjata, menyepak, menendang, dsb.  
Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” dalam pasal ini ialah 
“membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya“.  
“Pingsan”, artinya “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya” 
umpamanya memberi minuman racun kecubung atau lain-lain obat, 
sehingga orangnya tidak ingat lagi.  
“Orang yang pingsan” itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi 
akan dirinya.  
“Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga 
sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengadakan perlawanan 
sedikit pun.  
Misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung 
dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. 
Orang tak berdaya” dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya”. 
 
Ada dua fungsi kekerasan dalam hubungannya dengan tindak 
pidana yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut : 
a) Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. 
Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat ketidak berdayaan 
korban. Ada causal verband antara kekerasan dengan ketidak 
berdayaan korban. Contohnya kekerasan pada perkosaan, yang 
digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh. Juga pada 
pemerasan (Pasal 368),  yang mengakibatkan korban tidak 
berdaya, dengan ketidak berdayaan itulah yang menyebabkan 
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korban dengan terpaksa menyerahkan benda, membuat utang 
atau menghapuskan piutang. 
b) Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak 
pidana, bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya 
kekerasan pada Pasal 211 atau Pasal 212. 
 
Berdasarkan uraian di atas, maka kekerasan dalam pengertian Pasal 
285 (kekerasan yang disebut pertama) dapatlah di definisikan sebagai 
suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain 
yang untuk mewujudkannya  disyaratkan dengan menggunakan kekuatan 
badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain 
itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Karena dalam keadaan tidak berdaya 
itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu 
yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan 
kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai atau sama dengan 
kehendak orang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan 
kehendaknya sendiri.( Adami Chazawi, 2005: 64) 
 Adapun kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat 
merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban 
kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga 
bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang 
dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak 
kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah dan atau ibu korban), 
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anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri (aparat 
penegak hukum dan lain-lain). (M.Gultom, 2012: 1). 
 
2. Jenis-jenis Kekerasan Kesusilaan  
Ada beberapa jenis kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal 
tindak pidana atau perbuatan kesusilaan yang telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. Antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana tindak kekerasan kesusilaan terdapat dalam pasal-pasal yang 
dimulai dari Pasal 55 ke 2, Pasal 120, Pasal 145, Pasal 170 ke 1, Pasal 
175, Pasal 285, Pasal 289, Pasal 300 (1) ke 3, Pasal 330, dan Pasal 332 
(1) ke 2. Semuanya dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut : 
 
a) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, 
dengan menyalagunakan kekuasaan atau martabat dengan 
kekerasan, ancaman kekerasan atau penyesatan dengan 
memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja 
menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (Pasal 
55 ke 2).  
b) Jika kejahatan tersebut Pasal 113, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 
118, Pasal 119 dilakukan dengan akal curang, seperti 
penyesatan, penyamaran, pemakaian nama atau kedudukan 
palsu, atau dengan menawarkan, menerima, membayangkan, 
atau menjanjikan hadiah, keuntungan dalam bentuk apapun; atau 
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dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka 
pidana kemerdekaan dapat diperberat lipat dua. (Pasal 120).  
c) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga 
bersama menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan 
terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun enam bulan. (Pasal 170 ke 1).  
d) Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan 
dia, dihukum, kerena memperkosa, dengan hukuman penjara 
selama-lamanya dua belas tahun. (Pasal 285).  
e) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum 
karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara 
selama-lamanya sembilan tahun. (Pasal 289).  
f) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau 
denda paling banyak tiga ratus rupiah, barang siapa dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk 
minum-minuman yang memabukkan. (Pasal 300 (1) ke 3).  
g) Barangsiapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum 
cukup umur dari kekuasaan menurut undang-undang ditentukan 
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atas dirinya atau dari pengawasan oleh orang yang berwenang 
untuk itu, diancam pidana penjara paling lama tiga tahun. 
Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau 
ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum cukup umur 
dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan 
tahun. (Pasal 330).  
h) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun 
barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu 
muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud 
untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik di 
dalam maupun di luar perkawinan. (Pasal 332 (1) ke 2).  
Semua tindak pidana kejahatan kesusilaan atau kesopanan yang 
dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana yang 
diatur dalam beberapa pasal tersebut dalam KUHP, diancam dengan 
pidana penjara yang berat antara lima hingga dua belas tahun. Meskipun 
demikian tindak pidana kejahatan kesusilaan atau kesopanan yang 
dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan masih terus terjadi, 
sehingga penegakan hukum mutlak diperlukan demi keadilan dan 
kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.  
Hal tersebut patut menjadi perhatian khusus untuk berupaya 
menanggulanginya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Karena meskipun peraturannya sudah bagus, akan tetapi jika 
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pelaksana atau penegakan hukumnya tidak bagus maka hasilnya tentu 
tidak bagus. Sebaliknya walaupun peraturannya kurang bagus, tetapi para 
pelaksana atau penegak hukumnya bagus, tegas, disiplin dan taat aturan, 
maka hasilnya pun sudah pasti akan bagus pula dan memuaskan semua 
pihak yang berperkara, kondisi hukum yang demikian inilah yang sangat 
didambakan oleh segenap lapisan masyarakat.  
Sebenarnya masih banyak tindak pidana yang bukan keusilaan atau 
kesopanan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
sebagaimana yang telah di atur dalam pasal-pasal KUHP seperti kejahatan 
terhadap kemerdekaan orang (Pasal 335), tentang pencurian (Pasal 365), 
tentang pemerasan dan ancaman terhadap orang dan barang (Pasal 368), 
tentang kejahatan pelayaran di Indonesia (Pasal 438 s), Pasal 444), dan 
(Pasal 459). 
Kejahatan kesusilaan yang dilakukan dengan cara kekerasan atau 
ancamam kekerasan, juga diatur dalam Undang-Undang Pelindungan 
Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Pengadilan 
Anak, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Semuanya 
bertujuan untuk melindungi anak dalam kehidupan rumah tangga dan 
masyarakat.  
Khusus dalam Pasal 81 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak berbunyi :  
26 
1. “Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling 
banyak Rp 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah)”. 
2. “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” 
3. “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau 
tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari 
ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. 
Selanjutnya dalam Pasal 82 berbunyi: “Setiap orang yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”  
Beratnya sanksi hukum atas tindak pidana kejahatan perkosaan dan 
pencabulan anak perempuan, sebagaimana bunyi dari kedua pasal 
tersebut, telah mengindikasikan bahwa badan legislatif selaku pembuat 
undang-undang dan badan eksekutif selaku pelaksana undang-undang 
telah berupaya untuk menghukum pelaku kekerasan seksual dengan 
ancaman pidana penjara yang maksimal. 
D.   P engertian Ayah dan Pengertian Anak 
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1. Pengertian Ayah 
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009: 120) mengartikan 
ayah adalah orang tua laki-laki seorang anak, dengan kata lain ayah adalah 
kepala keluarga, yang dapat pula diartikan laki-laki lah yang menjadi kepala 
keluarga, sedangkan yang dimaksud ayah kandung ialah ayah yang 
sebenarnya dan ayah tiri ialah laki-laki (bukan ayah kandung) yang menikah 
dengan ibu kandung seorang anak.  
2.  Pengertian Anak 
   Pengertian anak secara yuridis formal dirumuskan antara lain dalam 
Kamus Hukum oleh Puspa (1990 : 66 dan 694) yang mengatakan bahwa: 
“Anak (Ind), Pupil mindergarije onder voogdeij (Bld), adalah anak yang 
berada di bawa pengawasan orang tua/wali”. Sedangkan dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia secara etimologi, Muliono, dkk (1998 : 30-31) 
dengan singkat merumuskan bahwa: “Anak adalah keturunan; anak 
manusia yang masih kecil ; dst”.  
Hal ini berarti anak yang dimaksud adalah anak masih di bawah 
umur dewasa yang masih memerlukan pengasuhan, pendidikan, 
pembinaan, perlindungan dan pengayoman. Kedua rumusan pengertian 
tersebut walaupun berbeda dari sudut pandang keilmuan, namun 
mengandung maksud yang sama dan dapat disimpulkan bahwa, anak 
adalah setiap orang yang dilahirkan dan belum berusia dewasa.  
Dalam konteks yang demikian ini maka yang dimaksud dengan anak 
belum dewasa, adalah anak yang masih bayi, berusia balita ataukah anak 
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usia dini, anak usia sekolah 6-15 tahun, dan anak remaja antara 16-21 
tahun serta belum pernah menikah atau belum dewasa. 
Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga dikatakan belum 
dewasa, akan penulis uraikan beberapa pengertian anak: 
a)  Pengertian anak menurut Hukum Pidana. 
KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, 
tetapi dapat dijumpai antara lain pasa Pasal 45 dan Pasal 72 yang 
memakai batasan usia maksimal adalah 16 (enam belas) tahun. 
Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena pasal ini telah dicabut oleh 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.  
b)  Pengertian anak menurut Hukum Perdata. 
Dalam Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) 
didefenisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang 
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah 
kawin sebelumnya. 
c) Pengertian anak menurut Hukum Islam. 
Menurut hukum islam, anak disebut orang yang belum baliq atau 
belum berakal dimana mereka dianggap belum cakap untuk berbuat 
atau bertindak. Seseorang yang dikatakan baliq atau dewasa apabila 
telah memenuhi satu dari sifat, antara lain telah berumur 15 (lima 
belas) tahun, telah keluar  air mani bagi laki-laki, dan telah datang 
haid bagi perempuan. 
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Batasan itu berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda 
perubahan badaniah baik bagi anak laki-laki, demikian pula bagi 
anak perempuan. Menurut Hukum Islam, anak disebut orang yang 
belum baliq atau belum berakal jika dianggap belum cakap untuk 
berbuat atau bertindak (Sukaiman Rasyid, 1983: 320). 
d) Menurut Subekti (1991: 44) bahwa anak dikatakan dibawah umur 
atau belum dewasa apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : 
- Belum berumur 16 (enam belas) tahun 
- Belum kawin, apabila telah kawin sebelum berumur 16 
(enam belas) tahun, berarti ia dikatakan telah dewasa dan 
apabila perkawinannya bubar sebelum ia berumur 18 
(delapan belas) tahun, maka ia tidak kembali seperti 
semula tetapi dianggap sudah dewasa. 
- Belum dapat hidup sendiri atau masih ikut dengan orang 
tuanya. 
 
e)  Menurut UUD 1945 
Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut 
UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34. Pasal ini 
mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak 
dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan 
anak dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum 
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dari system hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan 
dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.  
 
   Selain pengertian anak di atas yang telah dijelaskan, penulis juga 
menjelaskan beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai berikut : 
a) Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang 
menyatakan bahwa : “Anak adalah seseorang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan.” 
b) Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 
angka 1 sebagai berikut : “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah 
keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan 
dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap 
pembimbingan setelah menjalani pidana.”  
c) Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak 
adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) 
tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. 
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d) Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam pasal 1 
angka 2 sebagai berikut : Anak adalah seseorang yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah 
menikah. 
e) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha 
Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah. Menurut 
ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 
21 tahun dan belum pernah kawin. 
Di antara sekian banyak pengertian anak dikemukan maka dalam 
tulisan ini pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 
yaitu : anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini 
menjamin dan melindungi hak-hak agar dapat hidup tumbuh, berkembang 
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat 
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminatif. 
    Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum 
perlindungan anak, yaitu : 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala 
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 
hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi. 
E.  Perbedaan Pemerkosaan, Persetubuhan, dan Pencabulan  
1.  Pengertian Pemerkosaan 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. 
Poerwadarminta (1984: 741), pengertian perkosaan dilihat dari etiologi/asal 
kata yang dapat diuraikan sebagai berikut: 
 Perkosa : gagah; paksa; kekerasan; perkasa. 
 Memperkosa : - menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan. 
      - melanggar (menyerang) dengan kekerasan.   
 Perkosaan  : - perbuatan memperkosa; penggagahan; paksaan. 
      - pelanggaran dengan kekerasan. 
Soetandyo Wignjosoebroto (Suparman Marzuki,1997: 25), 
mengemukakan pemerkosaan sebagai berikut : 
“Pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh 
seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut 
moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.  
  
    Menurut R. Sugandhi (1980: 302), mengemukakan pemerkosaan 
adalah sebagai berikut : 
33 
“Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk 
melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang 
mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan 
seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”. 
 
    Adapun unsur-unsur selengkapnya tentang pemerkosaan menurut R. 
Sugandhi adalah pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang 
bukan menjadi isterinya.: 
a) Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindakan atau ancaman 
kekerasan 
b) Kemaluan laki-laki harus masuk pada lubang kemaluan wanita 
c) Mengeluarkan mani.  
    Pendapat Sugandhi ini jelas tidak mengenal istilah yang dipopulerkan 
ahli belakangan ini, terutama kaum wanita “maritel rape” yang artinya 
pemerkosaan terhadap isterinya sendiri. Suami yang memaksa isterinya 
untuk bersetubuh (berhubungan seksual) tidak dapat dikatakan sebagai 
pemerkosaan. 
    Pendapat itu menunjukan pada suatu perkosaan yang terjadi secara 
tuntas, artinya pihak pelaku (laki-laki pemerkosa) telah menyelesaikan 
perbuatannya hingga selesai (mengeluarkan air mani). Jika hal ini tidak 
sampai terjadi, maka secara eksplisit, apa yang dilakukan laki-laki belum 
patut dikategorikan sebagai perkosaan. 
    Perbuatan perkosaan merupakan sex bebas diluar perkawinan yang 
merugikan pihak lain yang diperkosa. Perbuatan perkosaan dilakukan 
dengan kekerasan karena bukan didasari suka sama suka. Umumnya 
perkosaan dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Pelaku perkosaan 
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bisa satu atau lebih satu orang. Bila pelaku lebih dari satu orang, korban 
digilir tanpa merasa kasihan, biasanya korban setelah diperkosa 
ditinggalkan begitu saja. 
  Sementara Adami Chazawi (2007: 55) mengemukakan bahwa: 
“Pemerkosaan dalam KUHPidana adalah tergolong dalam kejahatan, 
pemerkosaan terdapat dalam Buku II KUHPidana, dapat dilihat dalam BAB 
XIV Tentang Kejahatan terdapat Kesusilaan yaitu pada Pasal 285 sampai 
Pasal 288 KUHPidana, tetapi pokok pasalnya terdapat pada Pasal 285 
KUHPidana”. 
 
     Pasal 285 KUHP yang berbunyi : 
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, kerena 
memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”. 
     Dari pasal di atas dapat diuraikan bahwa unsur pemerkosaan 
menurut Pasal 285 KUHP (Leden Marpaung, 2008: 49), yaitu : 
1) Harus ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan  
2) Harus ada paksaan  
3) Dilakukan terhadap wanita yang bukan istrinya 
4) Paksaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
itu dimaksudkan untuk bersetubuh dengannya. 
 
Salah satu unsur dalam tindak pidana pemerkosaan adalah 
kekerasan atau ancaman kekerasan, yang menurut Moch.Anwar (Abdul 
Wahid dan Muhammad Irfan, 2001: 53) adalah : 
“Sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan 
dari orang dipaksa menjadi lemah”. 
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   Sianturi (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 2001: 53) 
mengemukakan pengertian kekerasan yang dengan pemaksaan, adalah : 
“Suatu tindakan yang menonjolkan seseorang sehingga tiada pilihan lain 
yang lebih wajar baginya, selain dari mengikuti kehendak si pemaksa. 
Dengan perkataan lain mengikuti kehendak si pemaksa, si terpaksa tidak 
akan melakukan atau melalaikan sesuatu sebagai dengan kehendak 
pemaksa dan pemaksaan itu pada dasarnya dibarengi tindakan kekerasan 
atau ancaman kekerasan”. 
 
2. Pengertian Persetubuhan 
Dalam tataran kehidupan bermasyarakat, seringkali masyarakat 
menganggap bahwa antara persetubuhan dan pemerkosaan memiliki 
makna yang sama, padahal pada dasarnya persetubuhan dan 
pemerkosaan mempunyai perbedaan yang secara teori dapat dengan 
mudah dibedakan.  
     Jika perbuatan dilakukan dengan kekerasaan atau ancaman 
kekerasan, maka perbuatan tersebut adalah pemerkosaan, tetapi apabila 
perbuatan tersebut disertai dengan bujuk rayu sehingga membuat korban 
melakukan hubungan intim, maka perbuatan tersebut dinamakan 
persetubuhan. 
Menurut R. Soesilo (1995: 167) persetubuhan ialah : 
“Perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya 
dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus 
masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air 
mani”.  
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Pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah sesuai 
arrest hoge read sebagaimana dikutip (Andi Zainal Abidin Farid, 2007: 339) 
disebutkan : 
“Tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan 
yang ada pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain 
bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan 
perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun 
kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan 
perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan 
perkosaan, akan tetapi percobaan pemerkosaan”. 
    Namun Andi Zainal Abidin Farid, (2007: 396) berpendapat bahwa 
persetubuhan itu terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-
laki dan perempuan baik keluar mani atau tidak . 
    Pandangan-pandangan tersebut juga menegaskan bahwa 
“persetubuhan itu dapat terjadi dengan adanya perpaduan dua jenis 
kelamin yang berbeda, yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin 
perempuan”. 
    Adapun pasal yang mengatur masalah persetubuhanadalah Pasal 
286 KUHP, yang berbunyi : 
“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, bahwa 
perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-
lamanya sembilan tahun”. 
    Tentang keadaan korban yang tidak berdaya ini, bukanlah 
merupakan akibat dari perbuatan pelaku, tapi korban tidak berdaya akibat 
dari perbuatannya sendiri, misalkan mabuk karena minuman keras. Jika 
korban tidak berdaya karena perbuatan pelaku, lalu menyetubuhinya maka 
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perbuatan tersebut masuk ke dalam bentuk pemerkosaan, karena membuat 
pingsan atau tidak berdaya oleh KUHP disamakan dengan menggunakan 
kekerasan. 
Pasal berikutnya adalah Pasal 287 KUHP yang korbannya 
disyaratkan adalah anak yang belum berusia 15 tahun dan antara korban 
dan pelaku tidak terdapat hubungan pernikahan.  
     Selain pasal-pasal di atas, pasal berikutnya yang mengatur masalah 
persetubuhan adalah Pasal 288 KUHP, yang menyatakan bahwa dimana 
korban dan pelaku tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau merupakan 
suami istri, korban harus berusia belum 15 tahun dan karena persetubuhan 
tersebut korban menderita luka-luka, luka berat ataupun meninggal dunia. 
    Dalam persetubuhan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 
syarat utama adanya persetubuhan adalah kelamin laki-laki harus masuk 
ke dalam kelamin perempuan. Olehnya itu persetubuhan ini juga berbeda 
dengan pencabulan, karena dalam hal pencabulan, kelamin laki-laki tidak 
disyaratkan untuk masuk ke dalam kelamin perempuan. 
3. Pengertian Pencabulan 
Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, 
baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain 
mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh 
lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual (Adami Chazawi, 2005: 80). 
Menurut R. Soesilo (1996: 212), bahwa pencabulan adalah: 
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“Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan 
yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: 
cium-ciuman,meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, 
dan sebagainya”. 
 Lebih tegas Adami Chazawi mengemukakan perbuatan cabul 
sebagai “segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri 
sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan 
alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu 
seksual. Misalnya : mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau 
vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan 
sebagainya”Adami Chazawi (2005: 80). 
KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak 
pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari 
pada pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan 
pengertiannya dengan perkosaan ataupun persetubuhan, sedangkan 
dalam konsep KUHP yang baru ditambahkan kata “persetubuhan” 
disamping pencabulan, sehingga pencabulan dan persetubuhan 
dibedakan. 
Persetubuhan adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si 
laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan 
kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam 
kemaluan si perempuan. Pengertian “bersetubuh” pada saat ini diartikan 
bahwa penis telah penestrasi (masuk) ke dalam vagina (Leden Marpaung, 
2008: 53). 
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Dengan demikian terlihat jelas perbedaan antara pencabulan dan 
persetubuhan yaitu jika seseorang melakukan persetubuhan itu sudah 
termasuk perbuatan cabul sedangkan ketika seseorang melakukan 
perbuatan cabul, belum dikategorikan telah melakukan persetubuhan 
karena suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu persetubuhan 
jika disyaratkan masuknya penis ke dalam vagina perempuan kemudian 
laki-laki mengeluarkan air mani yang biasanya menyebabkan terjadinya 
kehamilan sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka bukan 
dikategorikan sebagai suatu persetubuhan melainkan perbuatan cabul. 
Selain itu perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan (Leden Marpaung, 
2008: 70). 
Adapun ketentuan mengenai perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 
KUHP sebagai berikut : 
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan 
kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.” 
 
 Apabila rumusan Pasal 289 KUHP tersebut dirinci, akan terlihat 
unsur-unsurnya sebagai berikut (Adami Chazawi, 2005: 78):  
a) Perbuatannya: Perbuatan cabul dan memaksa caranya dengan 
kekerasan atau dengan ancaman kekerasan  
b) Objeknya: Seseorang untuk melakukan atau membiarkan 
melakukan. 
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F. Dasar Pemberatan dan Peringanan Pidana 
  Hukuman dan sanksi yang diatur oleh hukum pidana yang mana 
membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain. Hukuman dalam 
hukum pidana ditujukan dalam rangka memelihara keamanan dan 
pergaulan hidup yang teratur. 
  Berdasarkan maksud atau tujuan, hukuman dijatuhkan adalah untuk 
memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Pada 
dasarnya tujuan pemberian hukuman adalah untuk mempertahankan tata 
tertib hukum dalam masyarakat dalam memperbaiki pribadi si pelaku. Demi 
timbulnya tata tertib hukum diperlukan implementasi tentang tujuan 
pemidanaan dan hukuman dapat seimbang. Mengenai hukum pidana 
tersebut dapat bersifat fleksibel dalam artian dapat diringankan atau 
diberatkan yang tentunya tetap diberlakukannya adanya syarat yang 
menjadi jaminan kepastian hukum. 
 
1. Dasar Pemberatan Pidana 
    Dalam Undang-undang membedakan antara dasar-dasar 
pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar 
pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik 
yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana di luar KUHP. Dasar 
pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak 
pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain. 
 
a. Dasar Pemberatan Pidana Umum  
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   Menurut Johnkers (Zainal Abidin Farid, 2007:427) bahwa dasar 
umum strafverhogingsgronden atau dasar  pemberatan atau penambahan 
pidana umum, yaitu : 
- Kedudukan sebagai pegawai negeri, 
- Recideive (penanggulangan delik), dan 
- Samenloop (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) atau 
concursus. 
   Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan 
diperberatnya pidana umum, ialah : 
a) Dasar pemberatan karena jabatan. 
   Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang 
rumusan lengkapnya adalah : 
   “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana 
melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu 
melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana 
yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah 
sepertiga.” 
 
b) Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera          
kebangsaan. 
      Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP yang 
berbunyi : “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera 
kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut 
dapat ditambah sepertiga”. 
c) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (Recidive). 
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Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur sebagai berikut : 
- Pertama, menyebutkan dengan mengelompokan tindak-tindak 
pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi 
pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana-
tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 
KUHP; dan 
- Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387 dan 388 itu, KUHP 
juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang 
dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 Ayat (3), 489 Ayat 
(2), 495 Ayat (2), 501 Ayat (2), 512 Ayat (3). 
 
 Menurut Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, pemberatan pidana adalah 
dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana (penjara 
menurut Pasal 486, 487 dan semua jenis pidana menurut Pasal 488) yang 
diancamkan pada kejahatan dan bersangkutan. Sementara pada recidive 
yang ditentukan lainnya di luar kelompok tindak pidana yang termasuk dan 
disebut dalam ketiga pasal ini, adalah juga yang diperberat dapat ditambah 
dengan sepertiga dari ancaman maksimum. Tetapi banyak yang tidak 
menyebut “dapat  ditambah dengan sepertiga”, melainkan diperberat 
dengan menambah lamanya saja, misalnya dari 6 kurungan menjadi dua 
minggu kurungan (Pasal 492 ayat 2), atau mengubah jenis pidananya dari 
denda diganti dengan kurungan (Pasal 495 ayat 2 dan 501 ayat 2). 
  Adapun dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini terletak pada 
tiga factor, yaitu : 
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- Lebih dari satu kali melakukan tindak pidana. 
- Telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh Negara karena 
tindak pidana yang pertama . 
- Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan. 
 
 
b. Dasar Pemberatan Pidana Khusus 
  Maksud diperberatkannya pidana pada dasar pemberatan pidana 
khusus ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas 
ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab 
diperberatkannya dicantumkan di dalam tindak pidana tertentu. Disebut 
dasar pemberatan khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana 
tertentu yang dicantumkannya alasan pemberatan itu saja, dan tidak 
berlaku pada tindak pidana lain. 
  Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat dalam 
jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 
dan 365 KUHP, pada tindak pidana penggelapan bentuk diperberatnya 
diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP, penganiayaan bentuk diperberatnya 
pada Pasal 351 ayat (2), (3) KUHP, Pasal 353 ayat (1), (2), (3) KUHP, Pasal 
354 ayat (1), (2) KUHP, Pasal 355 ayat (1), (2) KUHP dan Pasal 356 KUHP, 
tindak pidana pengrusakan barang bentuk diperberatnya ada pada Pasal 
409 KUHP dan Pasal 410 KUHP. 
  Sebagai ciri tindak pidana dalam bentuk yang diperberat ialah harus 
memuat unsur yang ada pada bentuk pokoknya ditambah lagi satu atau 
lebih unsur khususnya yang bersifat memberatkan. Unsur khusus yang 
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memberatkan inilah yang dimaksud dengan dasar pemberatan pidana 
khusus.   
 
2. Dasar Peringanan Pidana 
  Dasar-dasar diperingankannya pidana terhadap si pembuat dalam 
undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu dasar-dasar 
diperingankannya pidana umum dan dasar-dasar di peringankannya pidana 
khusus. Dasar umum berlaku pada tindak pidana umumnya, sedangkan 
dasar khusus hanya berlaku pada tindak pidana khusus tertentu saja. 
a. Dasar Peringanan Pidana Umum 
    Menurut Jonkers (Andi Zainal Abidin Farid, 2007: 439) bahwa dasar 
peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, yaitu: 
- Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP); 
- Pembantuan (Pasal 56); 
- Strafrechtelijke minderjarigheid, atau orang yang belum cukup 
umur (Pasal 45 KUHP). 
 
Jonkers menjelaskan bahwa hanya Starfrechtelijk 
minderjarigheid,atau orang yang belum cukup umur merupakan dasar 
peringan pidana yang sebenarnya, sedangkan percobaan untuk melakukan 
kejahatan dan pembantuan bukanlah dasar peringanan pidana yang 
sebenarnya. 
 
b.  Dasar Peringanan Pidana Khusus 
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  Pada sebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar 
peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana 
yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku  umum untuk segala macam 
tindak pidana. Peringanan pidana khusus yang diatur di dalam Buku II 
KUHP, yaitu : 
-  Pasal 308 KUHP, menetapkan bahwa seorang ibu yang menaruh 
anaknya di suatu tempat supaya dipungut oleh orang lain tidak 
berapa lama setelah anak itu dilahirkan, oleh karena takut akan 
diketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak atau dengan 
maksud akan terbebas dari pemeliharaan anaknya, 
meninggalkannya, maka pidana maksimum yang tersebut dalam 
Pasal 305 dan Pasal 306 KUHP dikurangi sehingga seperduanya. 
Pidana maksimum tersebut dalam Pasal 305 KUHP ialah lima tahun 
enam bulan penjara. Jadi pidana maksimum yang dapat dijatuhkan 
oleh hakim kalau terdapat unsur delik yang meringankan yang 
disebut dalam Pasal 308 (misalnya karena takut diketahui orang 
bahwa ia telah melahirkan) ialah dua tahun dan sembilan bulan. 
Pasal 306 ayat (1) dan Pasal 306 ayat (2) KUHP sesungguhnya 
mengandung dasar pemberatan pidana, yaitu kalau terjadi luka 
berat, maka pidana diperberat menjadi tujuh tahun enam bulan serta 
kalau terjadi kematian orang maka diperberat menjadi sembilan 
tahun. Jadi kalau terdapat unsur “takut diketahui bahwa ia telah 
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melahirkan” dapat dibuktikan, maka pidana maksimumnya dikurangi 
dengan sepeduanya. 
- Pasal 341 KUHP mengancam pidana maksimum tujuh tahun penjara 
bagi seorang ibu yang menghilangkan nyawa anaknya ketika 
dilahirkan atau tidak lama setelah itu, karena takut ketahuan bahwa 
ia sudah melahirkan. Ketentuan ini sebenarnya meringankan pidana 
seorang pembenuh yaitu dari 15 tahun penjara menjadi tujuh tahun, 
karena keadaan ibu tersebut. Sebenarnya untuk Indonesia kata 
“takut” harus diganti dengan perkataan “merasa aib”, karena itulah 
yang terbanyak yang menyebabkan perempuan-perempuan 
membunuh bayinya. Pembunuhan bayi dan pembuangan bayi 
banyak terjadi oleh karena menjamunya budaya pacaran yang 
meniru kehidupan orang-orang Barat. 
- Pasal 342 KUHP menyangkut pembunuhan bayi oleh ibunya yang 
direncanakan lebih dahulu, yang diancam pidana maksimum 
Sembilan tahun, sedangkan ancaman Pidana maksimum bagi 
pembunuhan yang direncanakan ialah pidana mati, penjara seumur 
hidup atau dua puluh tahun. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A.Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
rangka penyusanan proposal ini, maka penelitian dilakukan dalam wilayah 
kota Makassar, sebagai lokasi penelitiannya tepatnya pada Pengadilan 
Negeri Makassar, Kepolisian Resot Kota Makassar. Dipilih tempat-tempat 
tersebut sebagai lokasi penelitian, karena penulis menganggap bahwa 
perkara yang akan diteliti oleh peneliti adalah perkara yang terjadi di Kota 
Makassar dan diputus di Pengadilan Negeri Makassar.  
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B.  Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data. 
Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan antara lain : 
a) Data Primer, yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara atau 
interview dengan pelaku yang melakukan tindak pidana persetubuhan 
terhadap anak yang ada di Kota Makassar. 
b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian ke perpustakaan 
dengan membaca buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, 
internet, dokumen-dokumen, termasuk pula data yang bersumber dari 
Pengadilan Negeri Makassar serta bacaan lainnya yang berhubungan 
dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data dalam penulisan ini,yaitu : 
a) Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber data 
lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak 
hukum yang menangani kasus ini dalam masyarakat turut diresahkan 
akibat terjadinya tindak pidana ini. 
b) Sumber Penelitian Kepustakaan (Library research), yaitu sumber data 
yang diperoleh dari hasil penelahan beberapa literatur dan sumber 
bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
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 Dalam penulisan proposal ini, digunakan metode pengumpulan data 
untuk memperoleh data dan informasi yaitu melalui metode penelitian 
kepustakaan (Library Research)dan metode penelitian lapangan (field 
research). 
1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian 
yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka yang 
berhubungan dengan kasus dalam penelitian ini. 
2. Metode Penelitian Lapangang (Field Research) yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan mengadakan observasi langsung ke lapangan 
untuk mengumpulkan data-data serta informasi yang diperlukan 
dalam penelitian ini. 
D. Analisis Data 
Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian 
dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan 
dalam artian bahwa data akan menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan 
dengan penulisan dan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana materil terhadap Tindak Pidana    
persetubuhan yang dilakukan oleh ayah secara paksa terhadap 
anak tirinya dalam putusan No. 553/Pid.B/2015/PN.MKS. 
  Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan 
membuktikan kebenaran hukum materiil berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh pada surat dakwaan 
yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum penulis 
menguraikan tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 
persetubuhan dalam putusan nomor 553/Pid.B/2015/PN.Mks, maka perlu 
diketahui terlebih dahulu identitas terdakwa, posisi kasus, dakwaan Jaksa 
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Penuntut Umum, dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut 
:   
1. Identitas Terdakwa  
Nama Lengkap  : MAKMUR 
Tempat lahir   : Sinjai 
Umur / tanggal lahir  : 33 Tahun / 15 Mei 1981 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Kebangsaan    : Indonesia  
Tempat tinggal  : Jl.Abu Bakar Lambogo 5 lr. 3 No. 13 
    Kota Makassar 
Agama  : Islam 
Pekerjaan   : Tukang Bentor 
Pendidikan   : SD 
 
2. Posisi Kasus 
 Pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2015 sekitar jam 23.30 wita, 
bertempat dirumah terdakwa di Jl. Abu Bakar Lambogo 3 lr. 5 No. 13 Kota 
Makassar. Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh orang tua, wali, atau 
pengasuh anak tersebut, yaitu korban yang bernama ST.Humaira 
disetubuhi dengan terdakwa Makmur yang dilakukan dengan cara sebagai 
berikut:  
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 Pada awalnya ketika terdakwa ayah korban membangunkan korban 
atas nama ST.Humaira yang sedang tidur di dalam kamar, kemudian 
terdakwa membuka celana korban lalu membekap atau menutup mulut 
korban dengan menggunakan tangan sehingga korban tidak dapat 
berteriak, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat 
kelamin korban lalu menggoyang-goyangkannya beberapa kali sehingga 
alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang kemudian 
terdakwa tumpahkan di atas kain, setelah itu terdakwa kemudian menyuruh 
korban untuk memakai celananya kembali.  
Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka robek 
pada selaput darah jam 5, jam 7, dan jam 11 sesuai dengan hasil visum et 
repertum instalansi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara 
Makassar No. VER/03/III/2015/RUMKIT tanggal 3 Maret 2015. 
 
3. Dakwaan Jaksa Penuntut  Umum 
  Kasus perkara persetubuhan terhadap anak dengan nomor putusan 
553/Pid.B/2015/PN.Mks yang dilakukan oleh terdakwa Makmur oleh Jaksa 
Penuntut Umum didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal. Dakwaan yang 
didakwakan ialah : 
Dakwaan : 
Bahwa ia terdakwa MAKMUR pada hari Minggu tanggal 1 Febuari 
2015 sekitar jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Febuari 
Tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Abu Bakar Lambogo 3 lr. 
5 No.13 Kota Makassar atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang 
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memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan memaksa 
anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh orang tua, wali, 
atau pengasuh anak tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa 
dengan cara sebagai berikut :  
- Bahwa berawal ketika terdakwa membangunkan korban atas nama 
ST.Humaira yang sedang tertidur di dalam kamar, kemudian 
terdakwaa membuka celana korban lalu membekap atau 
menuntup mulut korban dengan menggunakan tangan sehingga 
korban tidak dapat berteriak, selanjutnya terdakwa memasukan 
alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban lalu menggoyang-
goyangkannya beberapa kali sehingga alat kelamin terdakwa 
mengeluarkan cairan sperma yang kemudian terdakwa tumpahkan 
di atas kain, setelah itu terdakwa kemudian menyuruh korban untuk 
memakai celananya kembali. 
- Bahwa adapun keesokan harinya korban enggan atau tidak ingin 
kesekolah karena merasakan sakit di alat kemaluannya sehingga 
korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya yang 
bernama Kamaria. 
- Bahwa adapun terdakwa adalah bapak tiri korban dan tinggal 
serumah dengan korban. 
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-
19082013-0087 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 19 Agustus 2013, adapun 
korban lahir pada tanggal 14 Juli 2008 yang berarti pada saat 
kejadian korban masih berusia 6 (enam) tahun. 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka 
robek pada selaput darah arah jam 5, jam 7, dan jam 11 sesuai 
dengan hasil visum et repertum Instalasi Kedokteran Forensik 
Rumah Sakit Bhayangkara Makassar No: 
VER/03/III/2015/RUMKIT tanggal 3 Maret 2015. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 
81 ayat (1) dan (3) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU 
RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
Untuk membuktikan dakwaannya, maka penuntut Umum di 
persidangan mengajukan alat bukti berupa  visum et repertum Instalasi 
Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar No: 
VER/03/III/2015/RUMKIT tanggal 3 Maret 2015 yang dapat digunakan 
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untuk memperkuat pembuktian. Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum 
tersebut disertai dengan alat bukti yang ada maka terdakwa dituntut dengan 
Pasal 81 ayat (1) dan (3) UURI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan tentang 
UURI No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka 
sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana 
yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 81 ayat (1) dan (3) UURI 
No. 35 Tahun 2014 atas perubahan tentang UURI No. 22 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut : 
 
 
1. Setiap Orang. 
2. Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya. 
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengasuh anak teserbut. 
1) Unsur setiap orang 
Bahwa unsur setiap orang mengandung pengertian orang 
perorangan, kelompok orang baik sipil maupun militer yang bertanggung 
jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut 
menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi 
yaitu siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau 
kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya 
yang  harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. 
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Dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas, 
dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 
berdasarkan keterangan korban ST.HUMAIRA, saksi KAMARIA, dan JUL 
AISYAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa MAKMUR 
telah melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya, dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengasuh anak tersebut, 
dan keterangan terdakwa sendiri yang  telah membenarkan seemua 
identitasnya dan menyatakan mengerti serta menerima semua isi surat 
dakwaan serta membenarkan semua keterangan para saksi dipersidangan, 
dengan demikian maka terbuktilah bahwa terdakwa MAKMUR adalah 
subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat 
dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang 
didakwakan kepdanya. 
2) Unsur dengan melakukan kekerasan memaksa anak melakukan 
persetubuhan dengannya. 
  Bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP yang menerangkan jika 
membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan 
kekerasan. 
  Bahwa berdasarkan fakta persidangan unsur ini dapat dibuktikan 
dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang telah dibenarkan oleh 
terdakwa dipersidangan, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut: 
- Bahwa berawal ketika terdakwa membangunkan korban atas nama 
ST.HUMAIRA yang sedang tertidur didalam kamar, kemudian 
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terdakwa membuka celana korban lalu membekap atau menutut 
mulut korban dengan menggunakan tangan sehingga korban tidak 
dapat dapat berteriak dan menindih korban sehingga korban tidak 
berdaya atau tidak dapat bergerak, selanjutnya terdakwa 
memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin korban setelah itu 
terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban 
lalu mengoyang-goyangkannya beberapa kali sehingga alat kelamin 
terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang kemudian terdakwa 
tumpahkan di atas kain, setelah itu terdakwa kemudian memyuruh 
korban untuk memakai celananya kembali 
3) Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengasuh anak tersebut 
Bahwa berdasarkan fakta persidangan unsur ini dapat dibuktikan 
dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang telah dibenarkan oleh 
terdakwa, sehingga diperoleh fakta jika adapun terdakwa adalah bapak tiri 
dari korban dimana terdakwa merupakan suami dari ibu kandung korban 
dan adapun terdakwa maupun korban tinggal serumah. 
Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka unsur ini telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
 
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan, maka Jaksa 
Penuntut Umum dalam hal ini : 
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 
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a. Menyatakan terdakwa MAKMUR bersalah melakukan tindak pidana 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, 
melanggar Pasal 81 ayat (1) dan (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 
tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 Perlindungan Anak 
; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAKMUR dengan pidana 
penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan lamanya 
terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa 
tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp.60.000.000,00,- (enam 
puluh juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar denda 
tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan 
; 
c. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Analisis  Penulis 
Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara di 
dalam siding pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi 
tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. 
Adapun jenis-jenis dakwaan yang dibagi menjadi 5 (lima), yaitu : 
1. Dakwaan tunggal, yaitu hanya satu jenis tindak pidana saja yang 
didakwakan kepada terdakwa, yakni melanggar ketentuan pasal 
tersebut. 
2. Dakwaan kumulatif, yaitu banyaknya dakwaan atau pelanggaran 
lebih dari satu pasal (banyak pasal). 
3. Dakwaan alternatif, yaitu ada beberapa banyak dakwaan tetapi hanya 
satu yang harus dibuktikan tergantung dari hasil persidangan. 
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4. Dakwaan subsidaritas (bersusun), yaitu dakwaan primer (yang harus 
dibuktikan terlebih dahulu atau dari segi ancaman pidana) dan 
dakwaan subsidair, perkara yang sama tidak bisa dilakukan dua kali 
berdasarkan fakta-fakta di persidangan atau beberapa tindak pidana. 
5. Dakwaan gabungan (kombinasi), yaitu dari dakwaan kumulatif, 
dakwaan alternative dan dakwaan subsidaritas. 
 
Seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan 
surat tuntutan yang membuat terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat 
lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh 
menyimpang dari apa yang disebutkan jaksa dalam surat dakwaan. Penulis 
kemudian akan mengomentari putusan 553/Pid.B/2015/PN.Mks secara 
umum, mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat pemidanaan 
atau belum.     
Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan 
tunggal. Sebab hanya berisikam 1 jenis tindak pidana yang di dakwakan 
kepada terdakwa, yakni melanggar Pasal 81 ayat (1) dan (3) UURI No. 35 
Tahun 2014 atas perubahan UURI No. 22 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis, fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan serta diperkuat dengan adanya alat bukti berupa keterangan 
saksi-saksi, keterangan terdakwa dan visum et repertum yang diajukan oleh 
Jaksa Penuntut Umum di persidangan dan semua itu dapat dipandang 
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saling berhubungan satu sama lain, maka Majelis Hakim telah 
mempertimbangkan bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah 
sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tersebut. 
Fakta-fakta tersebut adalah dimana MAKMUR telah terbukti 
melakukan tindak pidana persetubuhan, yaitu dengan memaksa anak 
tirinya yang bernama ST.HUMAIRA untuk melakukan hubungan layaknya 
suami isteri sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 
ayat (1) dan (3) UURI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UURI No. 22 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menurut analisa penulis sudah 
tepat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terdakwa dinyatakan 
bersalah, oleh sebab itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan 
perbuatannya dan tidak melibihi dari yang diancamkan, sebagaimana fakta-
fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, biaya yang timbul 
dalam perkara ini dibebankan kepadanya, agar sesuai dengan tujuan 
pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat 
kejahatan pelaku. Oleh sebab itu Majelis Hakim juga harus memperhatikan 
bahwa perbuatan terdakwa sangat dipengaruhi oleh kondisi yang 
dialaminya sehingga terdakwa kehilangan pengendalian diri untuk 
menginsafi bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain khususnya 
kepada saksi korban. 
  
B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap 
Tindak Pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah secara 
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paksa terhadap anak tirinya dalam putusan No. 
553/Pid.B/2015/PN.Mks. 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut 
oleh terdakwa tidak mengajukan keberatan ; 
Menimbang,  bahwa guna untuk membuktikan dakwaannya 
penuntut umum telah menghadirkan di persidangan saksi-saksi yang telah 
didengar keterangan dibawah sumpah yaitu saksi 1. ST.Humaira, 2. 
Kamaria, 3. Ali Arfan dan 4. Jus Aisyah Arwan sebagaimana termuat dalam 
berita acara persidangan ; 
Menimbang, bahwa telah memberikan keterangan dalam 
persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 
- Bahwa benar dakwaan penuntut umum ; 
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi ; 
 Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan 
dengan barang  bukti dan keterangan terdakwa maka dapat disimpulkan 
bahwa terdakwa terbukti secara  sah dan menyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak 
Melakukan Persetubuhan Dengannya ; 
 Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh 
penuntut umum dengan dakwaan Pasal 81 ayat (1) dan (3) UURI No. 35 
Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak ; 
 Menimbang, bahwa berdasar dengan uraian dan pertimbangan 
diatas, menurut majelis semua unsur telah terpenuhi secara sah dan 
meyakinkan ; 
 Menimbang, bahwa oleh karena majelis berpendapat bahwa 
terdakwa terbukti bersalah, maka pembelaan terdakwa dikesampingkan ; 
 Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan 
adanya alasan pengecualian pidana pada diri terdakwa yang dapat 
menghapuskan kesalahan terdakwa baik yang bersifat alasan pemaaf 
maupun alasan pembenar karena itu terdakwa harus mempertanggung 
jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan 
kesalahannya ; 
 Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara 
terdakwa ditahan sementara dan penahanan itu dilakukan secara sah, 
maka waktu selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan kepadanya ; 
 Menimbang, bahwa majelis tidak menemukan adanya alasan untuk 
menangguhkan atau mengeluarkan terdakwa dari tahanan karena itu di 
perintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; 
 Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan telah terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula 
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dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum 
dalam amar putusan ini ; 
 Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana maka 
terlebih dahulu perlu dipertimbangkan ha;-hal yang memberatkan dan hal-
hal yang meringankan ; 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa mempengaruhi psikis dan masa depan korban 
; 
- Perbuatan terdakwa telah meninggalkan aib bagi keluarga korban ; 
Hal- hal yang meringankan : 
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; 
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; 
- Terdakwa belum pernah di hukum ; 
 
 
 
2. Amar Putusan 
M E N G A D I L I  
1. Menyatakan terdakwa MAKMUR telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN 
KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN 
DENGANNYA ; 
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar 
Rp.60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan 
apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 
selama 2 (dua) bulan ; 
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3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; 
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
3. Analisis Penulis 
Bahwa berbagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah 
dilakukan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang 
terkait. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan 
harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya 
berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan 
sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan, 
hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan 
itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah, serta menciptakan hukum 
sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan 
dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Dimana perbuatan 
terdakwa yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang 
memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah 
melanggar Pasal 81 ayat (1) dan (3) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang 
perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Menurut penulis bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa yang 
dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan 
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putusan dalam perkara dengan Nomor : 553/Pid.B/2015/PN.Mks lebih 
didasarkan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana persetubuhan yang 
dilakukan oleh ayah secara paksa terhadap anak tirinya dan sikap 
terdakwa pada saat diperiksa di pengadilan. 
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah 
satu Hakim di Pengadilan Negeri Makassar yaitu Kristijan P. Djati,S.H. 
(wawancara tanggal 25 Januari 2016) yang mengatakan bahwa : 
Salah satu pertimbangan hukum hakim atas amar putusan terhadap 
terdakwa MAKMUR adalah dalam menjatuhkan putusan pertama kita 
harus berpegang teguh kepada keadilan. Pertimbangan tentang hal-hal 
yang meringankan antara lain terdakwa berlaku sopan di persidangan, 
terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan 
dan terdakwa menyesali perbuatannya. Dimana kita juga melihat dasar 
hukum dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan juga 
melihat dari aspek sosiologisnya.  
 
Berdasarkan uraian pertimbangan hakim di atas maka, majelis 
hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan jaksa 
penuntut umum telah terpenuhi dan telah membawa majelis hakim pada 
keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 81 
ayat (1) dan (3) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI 
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan sanksi 
pidana kepada terdakwa Makmur. 
Majelis hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas 
kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Makmur dengan 
pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar 
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Rp.60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan 
kurungan. 
Berdasarkan uraian di atas serta hasil wawancara dengan beberapa 
nara sumber yang kompoten dalam perkara ini, maka penulis 
berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam 
menjatuhkan putusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
berdasarkan pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap 
dalam persidangan.  
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
skripsi yang penulis angkat dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 
Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Secara Paksa Terhadap Anak 
Tiri (Studi Kasus No. 553/Pid.B/2015/PN.Mks), dapat diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana 
persetubuhan yang dilakukan oleh ayah secara paksa terhadap 
anak tirinya sudah sesuai karena penerapan dalam putusan perkara 
No. 553/Pid.B/2015/PN.Mks dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) sesuai 
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dengan faktor perbuatan-perbuatan yang korbannya adalah anak 
dan sanksi yang diberikan pun sudah sesuai dengan pidana materiil 
terhadap kasus tindak pidana melakukan kekerasan dan ancaman 
memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, telah 
sesuai dengan perundang undangan yang berlaku sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) UURI No. 35 Tahun 
2014 tentang perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, 
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap terdakwa dalam Putusan No. 
553/Pid.B/2015/PN.Mks telah sesuai, walaupun terdakwa 
seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam 
Pasal tersebut tapi karena berbagai pertimbangan untuk 
memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih 
memperbaiki diri. Berdasarkan keterangan para saksi dan 
pengakuan terdakwa serta pertimbangan hakim dengan hal-hal 
yang memberatkan terdakwa, disertai pertimbangan hal-hal yang 
dapat meringankan terdakwa, dengan memperhatikan undang-
undang yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim 
dalam menjatuhkan putusan yang adil. 
 
B. Saran  
1.  Sebaiknya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam 
menjatuhkan amar putusan dalam perkara ini, masih perlu 
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diperketat dengan tetap mengedepankan rasa keadilan bagi 
mereka yang berperkara, sehingga mampu memuaskan semua 
pihak, dan sekaligus dapat memberikan efek jera bagi 
terdakwa/terpidana. 
2.  Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan 
kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena sering 
terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya 
kesempatan. Pendekatan dari segi agama sangat diperlukan, 
karena dengan begitu masyarakat mampu mengendalikan 
nafsunya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, 
karena hal tersebut berpatokan pada nilai-nilai agama tadi.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
67 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
A. Buku 
Andi Zainal Abidin Farid, 2007. Hukum Pidana 1. Sinar Grafika : Jakarta. 
Andi Hamzah, 2009. Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam 
KUHP. Sinar Grafika : Jakarta. 
Andi Hamzah dan A.Z. Abidin, 2010. Pengantar Dalam Hukum Pidana 
Indonesia. PT Yarsif Watampone: Jakarta. 
Amir Ilyas, 2012. Asas-asas Hukum Pidana. Rangkang Education : 
Yogyakarta. 
Adami Chazawi, 2005. Tindak Pidana Mengenai Keseponan. PT Raja 
Grafindo Persada: Jakarta. 
68 
____________, 2002.Pelajaran  Hukum Pidana (Bagian 1).PT Raja 
Grafindo Persada; Jakarta. 
____________, 2007. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. PT Raja 
 Grafindo: Jakarta. 
Leden Marpaung, 2006. Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika: 
Jakarta. 
Lamintang, 2009. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. PT Citra Aditya 
Abadi: Bandung. 
Maidin Gultom. 2012. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. 
Bandung : PT Refika Aditama.  
Moeljatno, 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta: Jakarta.. 
Puspa, Yan Pramadya. 1987. Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa 
Belanda, Indonesia, Inggeris. Semarang: CV. Aneka Indonesia. 
R. Soesilo, 1998. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor : Politeia. 
________, 1996 .Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta 
Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor : Politeia 
R. Sugandhi. 1980. KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional: Surabaya. 
69 
Suparman Marzuki. 1997 . Pelecehan Seksual, Yogyakarta, Fakultas 
Hukum Universitas Islam Indonesia. 
W.J.S.Poerwadarminta. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. PN Balai 
Pustaka: Jakarta. 
B. Peraturan Perundang-undangan 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak 
Undang-undang HAM No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan 
Anak. 
 
 
 
70 
 
 
